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BAB III 

GAMBARAN PUTUSAN NOMOR 288/Pid.Sus/2020/Pn.Bln 

DAN HASIL ANALISIS 

 

A. Gambaran Pertimbangan Hakim 

 

Menimbang, bahwa sedangkan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 

menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 

Walikota menjadi Undang-Undang berbunyi : “Pejabat negara, pejabat daerah, 

pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau 

sebutan lain lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang 

menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon” 

 Menimbang, bahwa atas hal tersebut, Terdakwa di persidangan pada 

pokoknya menerangkan bahwa tujuan Terdakwa hadir dalam kegiatan kampanye 

tersebut karena diundang oleh tim panitia kampanye Pasangan calon Bupati dan 

Wakil Bupati nomor urut 03. Sedangkan terkait dengan perbuatannya yang 

mengangkat tangan kanannya kemudian jari tangan menunjukkan gestur simbol 

03 pada saat semua peserta kampanye disuruh berdiri oleh pemandu acara 

kemudian dilakukan yel-yel sambil mengangkat tangan kanan, Terdakwa pada 
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pokoknya menerangkan bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan gerakan 

tersebut karena spontanitas mengikuti gerakan pemandu pasangan calon Bupati 

dan Wakil Bupati nomor urut 03; 

 Menimbang, bahwa sebagai seorang Kepala Desa, Terdakwa sejatinya 

dilarang untuk ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum 

dan/atau pemilihan kepala daerah ( memperhatikan Pasal 29 Huruf j Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa), bahkan sesuai dengan pakta 

integritas yang Terdakwa tandatangani pada tahun 2020 terlihat bahwa Terdakwa 

bersedia untuk bersikap netral, tidak ikut serta secara langsung maupun tidak 

langsung sebagai pelaksana dan tim kampanye, dan tidak membuat keputusan 

dan/atau melakukan tindakan menguntungkan/merugikan salah satu peserta 

selama tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta pemilihan Bupati 

dan Wakil Bupati tahun 2020 di Kabupaten Tanah Bumbu berlangsung; 

 Menimbang, bahwa oleh karena itu keterangan Terdakwa yang 

menerangkan bahwa Terdakwa tidak membaca isi dari pakta integritas dan hanya 

menandatangani pakta integritas tersebut hanya merupakan dalih atau alasan 

Terdakwa untuk melepaskan diri dari tanggung jawab hukum atas perbuatan yang 

terungkap di persidangan. Bahwa sejak suatu Undang-Undang ditempatkan dalam 

Lembaran Negara Republik Indonesia, maka setiap orang dianggap 

mengetahuinya, terlebih lagi apabila dihubungkan dengan status Terdakwa 

sebagai seorang pejabat maka harus menjadi contoh dan panutan bagi warga 

desanya dalam hal kepatuhan terhadap setiap peraturan perUndang-Undangan 

yang berlaku sehingga tidak bergantung kepada pakta integritas yang ia tanda 
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tangani atau keikutsertaan yang bersangkutan pada kegiatan bimbingan teknis 

yang diselenggarakan terkait penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota yang sedang berlangsung di Kabupaten Tanah Bumbu. 

 Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka 

Majelis Hakim menyusun suatu untaian keterangan dan fakta serta analisa yang 

dapat digabungkan menjadi suatu petunjuk didukung dengan keyakinan Hakim 

menuju kepada suatu kesimpulan bahwa Terdakwa dengan jabatannya sebagai 

Kepala Desa telah membuat suatu perbuatan atau tindakan yang sifatnya 

menguntungkan salah satu pasangan calon, yaitu Pasangan calon Bupati dan 

Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor urut 03 (tiga), karena dengan 

tindakannya yang hadir dalam kegiatan kampanye Pasangan calon Bupati dan 

Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor urut 03 dan mengangkat tangan 

kanannya kemudian jari tangan menunjuk gestur simbol 03 dalam kegiatan 

kampanye tersebut secara langsung dapat dipandang sebagai suatu ajakan, seruan, 

yang disampaikan dalam bentuk komunikasi nonverbal agar warga Desa 

Manunggal (atau setidak-tidaknya warga desa yang telah memilih Terdakwa 

sebagai Kepala Desa) yang memiliki hak pilih untuk memberikan hak suaranya 

kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu 

Nomor urut 03 Zairullah Ashar dan H. M.Rusli 

 Menimbang, bahwa jika frasa “menguntungkan salah satu pasangan calon” 

dianggap sebagai suatu delik materiil maka penyelesaian setiap perkara tindak 

pidana pemilihan/pemilihan umum (sebagaimana yang didakwa terhadap 

Terdakwa) akan menemui banyak kendala karena harus menunggu berjalannya 
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proses pemungutan suara, selesainya penghitungan suara sampai pada tahap 

penetapan pasangan calon yang memenangkan pemilihan untuk mengetahui 

apakah setiap dugaan tindak pidana pemilihan/pemilihan umum benar-benar 

menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama kampanye. Selain itu 

akan menyebabkan kesulitan bagi para penegak hukum untuk membuktikan 

apakah benar hal tersebut diakibatkan oleh perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. 

Dan hal yang demikian akan menyebabkan setiap perkara tindak pidana 

pemilihan/pemilihan umum dapat dinyatakan daluwarsa karena jangka waktu 

penanganannya yang amat singkat. 

 Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “menguntungkan atau 

merugikan salah satu pasangan calon” tidak dapat dimaknai secara sempit dalam 

arti materiil melainkan harus dimaknai secara luas dalam arti formil, sehingga 

tidak ada urgensinya untuk mempertimbangkan apakah benar perbuatan yang 

Terdakwa lakukan telah mendatangkan keuntungan yang nyata bagi Pasangan 

Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor urut 03 

Zairullah Azhar dan H. M.Rusli; 

 Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua dan ketiga telah 

terpenuhi secara sah menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa; 

 Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Pasal 188 juncto Pasal 

71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 
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tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan 

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan. 

 

B. Analisis 

Berdasarkan pada pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Putusan 

Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN.Bln penulis akan menganalisis pertimbangan 

tersebut berdasarkan konsep negara hukum yang ada di Indonesia. Jika 

memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim bahwa terdakwa menjelaskan tujuan 

hadirnya ke kegiatan kampanye karena adanya undangan dari panitia pasangan 

calon Bupati nomor urut 3. Terdakwa juga menjelaskan bahwa perbuatannya 

dengan mengangkat tangan kemudian menunjukkan gerakan jari simbol 03 karena 

adanya arahan dari panitia sehingga apa yang dilakukan terdakwa adalah 

spontanitas. Pertimbangan hakim tersebut pada dasarnya telah bersesuaian karena 

apa yang telah dilakukan oleh terdakwa merupakan pelanggaran pada Pasal 188 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-UndangNomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undangsebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-UndangNomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-UndangNomor 2 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Ketiga atas Undang-UndangNomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan 
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Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undangnomor 1 tahun 2014 Tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undangbahwa“Setiap 

Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan 

lain/ Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau 

paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.600.000.00 (enam 

ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp.6.000.000.00 (enam juta rupiah)”. 

Selain itu perbuatan terdakwa juga telah melanggar ketentuan Pasal 71 

Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang 

berbunyi: “Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota 

TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain lurah dilarang membuat 

keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu 

pasangan calon”. 

Kemudian majelis memberikan penjelasan bahwa telah terpenuhinya 

unsur-unsur dari Pasal 188 juncto Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

UndangNomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 
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Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang terpenuhi, maka Terdakwa 

haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana 

sebagaimana dalam dakwaan. 

Ada hal yang menarik menurut penulis bahwa ketika majelis 

mempertimbangkan hukum yang dapat diketahui merupakan pertimbangan yang 

sangat matang, akan tetapi pada amar putusan meskipun majelis menyatakan 

terdakwa bersalah akan tetapi majelis menyatakan bahwa terdakwa tidak perlu 

menjalani masa hukuman disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak 

pidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 5 (lima) bulan. Berdasarkan 

hal inilah nampak adanya pertimbangan lain dari majelis terkait apa yang telah 

dilakukan oleh terdakwa. 

Meninjau pertimbangan Mejelis Hakim tersebut jika dilihat pada aspek 

negara hukum bahwa jelas apa yang dilakukan oleh terdakwa telah melanggar 

ketentuan hukum. Sebagai negara hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) 

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Indonesia merujuk tujuan 

negara yang tercantum dialenia keempat UUD 1945 khususnya pada redaksi 

“memajukan kesejahteraan umum” bahwa Indonesia menganut paham 

kesejahteraan (welfare state), artinya negara yang ingin dibentuk (pada waktu itu 
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oleh bangsa Indonesia adalah “negara kesejahteraan”. Negara kesejahteraan 

merupakan sebuah konsep dan tujuan dari negara hukum.
1
 

Berangkat dari penjelasan ini bahwa Indonesia adalah negara hukum yang 

setiap ketentuan dan aktivitas negara diatur dengan hukum. Pelanggaran akan 

peraturan hukum sendiri merupakan hal yang justru tidak mencerminkan bahwa 

Indonesia merupakan negara hukum. Artinya meskipun pertimbangan Majelis 

Hakim tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum pada Undang-Undang 

Pemilu dan juga Undang-Undang Desa akan tetapi kesimpulan yang menyatakan 

bahwa Terdakwa tidak perlu menjalani masa hukuman disebabkan karena 

terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan 

selama 5 (lima) bulan atas pelanggaran yang ia lakukan nampak keliru. Mengingat 

bahwa hakim merupakan bagian terhadap pengawasan hukum itu sendiri, dalam 

setiap negara hukum diperlukan pengawasan oleh hakim yang merdeka.
2
 

Perbuatan terdakwa meskipun dengan spontanitas juga telah melanggar 

ketentuan Pasal 29 huruf j Undang-UndangNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 

selain itu Terdakwa juga telah memberikan tanda tangan pada pakta integritas 

tahun 2020 terlihat bahwa Terdakwa bersedia untuk bersikap netral, tidak ikut 

serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai pelaksana dan tim 

kampanye, dan tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan 

menguntungkan/merugikan salah satu peserta selama tahapan pemilihan Gubernur 

                                                           
 
1
Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 20-21. 

 

 
2
Ibid., hlm. 10. 
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dan Wakil Gubernur serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 di 

Kabupaten Tanah Bumbu berlangsung. 

Penulis menemukan dalam pertimbangannya hakim ternyata tidak 

mempertimbangkan salah satu gugatan terkait kesaksian terdakwa menyatakan 

dirinya bagian dari pasangan calon. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2020 di Hotel 

Grand Sentral Batulicin telah diadakan acara Sosialisasi Netralitas Kepala Desa 

oleh Bawaslu Tanah Bumbu yang dihadiri oleh terdakwa selaku Kepala Desa, 

melalui undangan tertulis dan pada saat akan memasuki acara makan siang, 

terdakwa sempat berbicara kepada Muhammad Sakra Efendi selaku Komisioner 

Bawaslu Kabupaten Tanah Bumbu yang juga hadir dalam acara tersebut dengan 

mengatakan “Saya masuk tim ZR, silahkan saja kalau mau diproses”. 

Berdasarkan penjelasan ini sangat jelas bahwa terdakwa tidak melakukan 

spontanitas dan memberikan tantangan akan pelanggaran yang telah ia lakukan. 

Hal inilah yang kemudian tidak ditinjau atau dipertimbangkan sama sekali oleh 

majelis hakim bahwa telah jelas dan terang benderang terjadinya pelanggaran 

netralitas oleh Kepala Desa.  

Ketika Majelis Hakim membangun sebuah pertimbangan hukum, bahwa 

sebuah pertimbangan pada dasarnya memuat perihal pertimbangan yuridis dan 

non-yuridis. Pertimbangan yuridis salah satunya haruslah mempertimbangkan 

dakwaan penuntut umum, disamping keterangan terdakwa, keterangan saksi, alat 

bukti, dan Pasal terkait pidana. Pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 

288/Pid.Sus/2020/PN.Bln nampak tidak mempertimbangkan tuntutan dari 

penuntut umum yakni ditemukannya peristiwa hukum bahwa Terdakwa dengan 
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sengaja menantang untuk diproses karena ia sudah masuk tim salah satu pasangan 

calon. 

Hal yang sangat krusial inilah menjadikan adanya ketidaknetralan dalam 

birokrasi. Dampak akibat adanya ketidaknetralan tersebut sangatlah besar, tidak 

hanya kepada pasangan calon lain tetapi juga masyarakat. Ketidaknetralan 

Birokrasi dapat menimbulkan konsekuensi terhadap: 

1. Diskriminasi dalam pelayanan birokrasi. Birokrasi berfungsi sebagai alat 

pengendali masyarakat dan alat mobilisasi masyarakat. 

2. Terlalu banyak political appointment pada jabatan karir birokrasi dan 

munculnya birokrasi yang bersifat partisan. 

3. Pengabaian prinsip meritokrasi dan berkembangnya praktek koneksi dan 

praktek rekrutmen, promosi dan demosi yang lebih didasarkan pada faktor 

askriptif. 

Kemudian jika meninjau pertimbangan hakim dari segi non-yuridis, bahwa 

hakim harus mempertimbangkan dan menggali nilai-nilai keadilan yang ada di 

masyarakat. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman Menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami 

nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
3
 Faktor-faktor 

yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan 

putusan terhadap suatu kasus, antara lain: 

1. Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai hidup dalam 

masyarakat 

                                                           
 
3
Lihat halaman 38-39, footnote 27 (Bab II). 
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2. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang 

meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa. 

3. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban 

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau 

diterapkan 

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang 

didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.
4
 

Ketidaknetralan juga merupakan pelanggaran terhadap konsep keadilan 

yang termuat dalam negara hukum.Berangkat dari pandangan Aristoteles bahwa 

negara berdiri di atas hukum menjamin keadilan kepada warga negaranya, karena 

keadilan sendiri merupakan syarat tercapainya kebahagiaan bagi warga negara.  

Meninjau bahwa dalam negara hukum juga melihat pada beberapa hal 

diantaranya: 

1. Supremasi aturan-aturan hukum (supremacy of the law), yaitu tidak adanya 

kekuasaan sewenang-wenang (absence of arbitrary power), dalam arti 

bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum 

2. Kedudukan yang sama di depan hukum (equality before the law). Dalil ini 

berlaku untuk orang biasa maupun untuk pejabat. 

3. Terjaminnya hak-hak manusia oleh Undang-Undang (di negara lain 

dengan Undang-Undang Dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan.
5
 

                                                           
4
H. B. Sutopo, Metodologi Penelitian Kualitatif (Surakarta: Gramedia Pustaka Utama( 

2002), hlm. 68. 

 

 
5
Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 57-58. 
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Atas majelis yang tidak mempertimbangkan salah satu tuntutan dan juga 

membebaskan Terdakwa atas pelanggaran yang ia lakukan, jelas bahwa terjadi 

kekeliruan terhadap pertimbangan hukum hakim pada konsep negara hukum dan 

meniadakan supremasi, kedudukan yang sama, dan juga jaminan hak-hak manusia 

oleh hukum. 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan 

Pemilihan Umum, Pasal 1 Ayat (1) menegaskan Pemilihan Umum, selanjutnya 

disingkat Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang 

diselenggarakan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adi dalam 

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Hubungan negara hukum dan negara demokrasi saling membutuhkan satu 

sama lain. Negara hukum membutuhkan demokrasi agar hukum tidak dipahami 

secara kaku dan menjamin kesejahteraan. Sementara demokrasi membutuhkan 

hukum dalam pengaturan pelaksanaannya, dan adanya demokrasi juga sangat erat 

kaitannya dengan pemilu. Dalam sebuah  hukum yang demokrasi, pemilu 

merupakan salah satu pilar utama dari sebuah proses akumulasi kehendak 

masyarakat. 

Jika kita mengaitkan teori negara hukum itu pasti akan berkaitan dengan  

demokrasi dan pemilu bahwa jelas Terdakwa selaku Kepala Desa telah melanggar 

ketentuan hukum dan tidak mencerminkan nilai-nilai negara hukum yang 

demokrasi. Disamping itu ada pertimbangan majelis yang menurut penulis 

menarik yakni bahwa unsur “menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan 
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calon” tidak dapat dimaknai secara sempit dalam arti materiil melainkan harus 

dimaknai secara luas dalam arti formil, sehingga tidak ada urgensi untuk 

mempertimbangkan apakah benar perbuatan yang Terdakwa lakukan telah 

mendatangkan keuntungan yang nyata bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil 

Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor urut 03 Zairullah Ashar dan H. M. Rusli. 

Jika memperhatikan pertimbangan tersebut bahwa majelis menyatakan 

tidak adanya urgensi untuk mempertimbangkan pelanggaran yang berdampak 

pada merugikan salah satu pasangan calon nampak keliru, karena jelas apa yang 

telah dilakukan Terdakwa telah melanggar ketentuan dan justru merugikan salah 

satu pasangan calon. Majelis sendirimempertimbangkan bahwa Terdakwa 

memperagakan simbol 03 pada saat semua peserta kampanye kemudian 

melakukan yel-yel sambil mengangkat tangan kanan. Artinya bahwa apa yang 

dilakukan Terdakwa tersebut telah mendukung salah satu pasangan calon dan 

merugikan pasangan calon lain. 

Selain itu ditambah keterangan dari tuntutan yang lalai dipertimbangkan 

oleh Majelis Hakim bahwa pada tanggal 1 Oktober 2020 di Hotel Grand Sentral 

Batulicin telah diadakan acara Sosialisasi Netralitas Kepala Desa oleh Bawaslu 

Tanah Bumbu yang dihadiri oleh terdakwa selaku Kepala Desa, melalui undangan 

tertulis dan pada saat akan memasuki acara makan siang, terdakwa sempat 

berbicara kepada Muhammad Sakra Efendi selaku Komisioner Bawaslu 

Kabupaten Tanah Bumbu yang juga hadir dalam acara tersebut dengan 

mengatakan “Saya masuk tim ZR, silahkan saja kalau mau diproses”. Artinya 

Terdakwa sendiri telah masuk kepada salah satu tim pasangan calon dan 
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melanggar konsep negara demokrasi, karena bertentangan dengan unsur pemilihan 

yang rahasia, bebas dan jujur. 

Secara umum dapat dikatakan ada dua asas demokrasi yaitu persamaan dan 

kebebasan. Dimaksud persamaan dalam konteks ini adalah hak setiap negara sama 

tampa membedakan suku, agama, asal-usul atau golongan serta warna kulit untuk 

mendapatkan kesempatan yang sama bagi pengembangan dirinya keluaraga 

dan massa depannya. Sedangkan asas kebebasan dimaksud dimana setiap warga 

negara memiliki kebebasan atau kemerdekaan untuk mengembangkan dirinya, 

berpendapat, berpolitik, berkreasi bahkan melakukan unjuk rasa atau mogok. 

Akan tetapi kebebasan ini tidak boleh bersifat anarkis apalagi merugikan atau 

menghancurkan kepentingan umum, bangsa dan negara. 

Demikian halnya bahwa kedaulatan rakyat adalah asasnya demokrasi dan 

demokrasi adalah tumpuannya negara hukum dimana tiap negara hukum 

mempunyai landasan tertib hukum dan menjadi dasar keabsahan bertindak dan 

sebuah negara dapat dinyatakan demokrasi apabila telah memenuhi unsur-unsur 

sebagai berikut : 

1. Ada kebebasan untuk membentuk dan menjadi anggota perkumpulan 

2. Ada kebebasan menyatakan pendapat 

3. Ada hak untuk memberikan suara dalam pemungutan suara 

4. Ada kesempatan untuk dipilih menduduki berbagai jabatan pemerintah 

atau negara 

5. Ada hak bagi aktivis berkampanye untuk memperoleh dukungan suara 

6. Terdapat berbagai sumber inspirasi 
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7. Ada pemilihan yang bebas dan jujur. 

Pertimbangan Majelis Hakim yang keliru tersebut nampak memberikan 

penjelasan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa jelas melanggar 

konsep negara hukum yang demokrasi. Disamping itu negara hukum yang 

demokrasi erat kaitannya dengan pemilihan umum bahwa dalam setiap pemilihan 

umum baik itu pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan legislatif, hingga 

pemilihan kepala daerah wajib atau harus memuat asas dalam pemilihan umum. 

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang PILKADA menegaskan 

pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan: 

1. Asas langsung 

Langsung, berarti masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk 

memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan keinginan diri 

sendiri tanpa ada perantara. 

2. Umum 

Umum, berarti pemilihan umum berlaku untuk seluruh warga negara 

yang memenuhi persyaratan, tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, jenis 

kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan dan status sosial yang lain. 

3. Bebas 

Bebas, berarti seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan 

sebagai pemilih pada pemilihan umum, bebas menentukan siapa saja yang 

akan dicoblos untuk membawa aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan dari 

siapapun. 

4. Rahasia 
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Memilih calon pemimpin tidak bisa diberitahukan pada orang lain 

bahkan pada pihak panitia sekalipun agar tercipta suasana yang aman, tidak 

memicu keributan dan saling menghina hanya karena berbeda pilihan. 

5. Jujur  

Pemilu harus dilaksanakan dengan jujur dan apa adanya tanpa ada 

perwakilan dari keluarga, teman, atau orangtua atau lewat perantara lainnya.  

6. Adil 

  Semua pemilih mendapatkan hak dan perlakuan yang sama 

termasuk perlindungan dari adanya ancaman dan kecurangan dari pihak-

pihak tertentu.
6
 

 Pemilu merupakan perwujudan nyata demokrasi dalam praktek bernegara 

masa kini (modern) karena menjadi sasaran utama bagi rakyat untuk menyatakan 

kedaulatan atas negara dan pemerintah. Ketika memperhatikan pelanggaran yang 

dilakukan oleh Terdakwa jelas melanggar asas rahasia disamping bahwa Kepala 

Desa harus netral kepada salah satu pasangan calon. Memilih calon pemimpin 

tidak bisa diberitahukan pada orang lain bahkan pada pihak panitia sekalipun agar 

tercipta suasana yang aman, tidak memicu keributan dan saling menghina hanya 

karena berbeda pilihan.
7
 

 Pemilu adalah token of membership bagi sebuah negara jika ingin 

bergabung dalam sebuah masa peradaban yang bernama demokrasi. Dalam 

konteks ini pemilu adalah salah satu ornament paling penting dalam modernitas 

                                                           
 
6
Ibid., hlm. 48. 

 

 
7
C.S.T. Kansil, Dasar-dasar Ilmu Politik (Yogyakarta: UNY Press, 1968), hlm. 47. 
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politik, semenjak demokrasi dan manifestasi proseduralnya menjadi pilihan yang 

nyaris bagi penyelenggaraan negara. Pemilu merupakan salah satu ukuran 

terpenting bagi derajat partsipasi politik di sebuah negara. Pemilu menjadi arena 

kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan yang didasarkan 

pada pilihan formal dari warga negara yang memenuhi syarat untuk dipilih. 

Majelis Hakim yang mempertimbangkan bahwa apa yang dilakukan oleh 

terdakwa tidak merugikan salah satu pasangan calon nampak keliru, karena 

dengan pelanggaran yang jelas tersebut justru pasangan calon yang lain akan 

dirugikan dan menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Disamping itu, 

hal ini telah menggadaikan asas adil dalam pemilu bahwa telah adanya 

kecurangan dari pihak-pihak tertentu.
8
 

                                                           
 
8
Ibid., hlm. 48. 




